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LEMBAR PENGESAHAN
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RINGKASAN 

Perubahan lingkungan global yang signifikan telah menyebabkan berbagai permasalahan, 

termasuk di Indonesia, seperti penebangan hutan ilegal, pencemaran, dan pengelolaan 

limbah yang buruk. Salah satu kota yang menyumbang timbunan sampah terbesar di 

Indonesia adalah Kota Medan. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024, Kota Medan 

mencatatkan jumlah timbunan sampah yang sangat signifikan, yakni sekitar 1,7 ribu ton 

sampah per hari. Jika dihitung dalam skala tahunan, jumlah tersebut mencapai sekitar 632 

ribu ton sampah setiap tahunnya. Universitas sebagai institusi pendidikan memiliki peran 

penting dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada mahasiswa melalui pendidikan 

kewarganegaraan berbasis Ecological Citizenship. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan modul Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Ecological 

Citizenship untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap ketahanan lingkungan. 

Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model Borg dan 

Gall. Penelitian dimulai dari analisis kebutuhan, desain modul, validasi ahli, uji coba awal, 

revisi, hingga implementasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, angket, dan 

dokumentasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang 

holistik. Hasil diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk berkontribusi aktif dalam 

menjaga lingkungan, menciptakan dampak yang signifikan bagi kampus dan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan 

Berbasis Ecological Citizenship di Jurusan PPKn Unimed sangat layak untuk diterapkan. 

Modul ini hadir sebagai solusi atas rendahnya keterpaduan materi kewarganegaraan dengan 

praktik pelestarian lingkungan dan terbatasnya metode pembelajaran yang aplikatif. Melalui 

pendekatan Project-Based Learning, mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam proyek nyata 

yang relevan dengan konteks lokal untuk menanamkan nilai-nilai kewargaan ekologis. Hasil 

validasi menunjukkan skor rata-rata 4,2 untuk materi dan 4,6 untuk bahasa, serta kepraktisan 

dengan skor 4,3 dari praktisi dan 4,19 (83,8%) dari mahasiswa, yang termasuk kategori 

sangat layak dan menarik. Dengan demikian, modul ini berpotensi menjadi inovasi strategis 

untuk memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk lulusan yang 

peduli lingkungan, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi di era berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Ecological Citizenship, Ketahanan Lingkungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan lingkungan global yang semakin signifikan di abad ke-21 telah 

memunculkan berbagai permasalahan serius, seperti pemanasan global, perubahan iklim, 

deforestasi, pencemaran udara, serta limbah plastik yang terus meningkat. Fenomena ini 

tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga pada kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam konteks lokal, masalah lingkungan 

seperti kebakaran hutan, penebangan liar, pencemaran air, dan pengelolaan limbah yang 

buruk menjadi cerminan lemahnya kesadaran ekologis masyarakat (Binawan, 2023). 

Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab manusia dalam 

melestarikan serta menjaga keseimbangan lingkungan pada abad ke-21 merupakan suatu 

kebutuhan yang mendesak dan sangat penting. Secara global, negara-negara di seluruh dunia 

menghadapi persoalan yang sama, yakni krisis lingkungan yang bersifat sistemik. Fakta 

menunjukkan bahwa krisis lingkungan abad ke-21, yang meliputi pemanasan global, 

perubahan iklim, kerusakan ekosistem laut, penebangan hutan, kelangkaan air bersih, 

pencemaran air, polusi udara, banjir, dan punahnya keanekaragaman hayati, disebabkan oleh 

pengelolaan lingkungan yang buruk. 

Aktivitas manusia yang semakin intensif telah menyebabkan pencemaran lingkungan 

yang signifikan, termasuk berbagai tindak kejahatan lingkungan yang sering dilakukan demi 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini menjadi kenyataan yang semakin 

nyata di era modern ini. Berbagai masalah lingkungan yang kompleks muncul dan 

melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah persoalan sampah yang semakin sulit diatasi. 

Meskipun masalah ini terkesan sederhana, kenyataannya, pengelolaan sampah masih 

menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan pemerintah (Utami et al., 2024). Di banyak 

daerah, pengelolaan sampah rumah tangga masih sangat terbatas, dengan fasilitas tempat 

pembuangan sampah yang belum memadai. Akibatnya, banyak masyarakat memilih untuk 

membuang sampah di tepi jalan atau tempat-tempat sembarangan sebagai solusi praktis, 

meskipun cara ini justru menambah permasalahan baru, seperti pencemaran lebih lanjut dan 

kerusakan lingkungan. 

Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi kerusakan lingkungan pada abad 

ke-21. Berbagai permasalahan lingkungan terus terjadi di Indonesia, seperti kebakaran hutan 

yang hampir setiap tahun terjadi, penebangan hutan secara ilegal, kerusakan ekosistem laut, 

pencemaran udara dan air, pembuangan limbah industri yang mencemari lingkungan, hingga 



2 

 

kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering membuang sampah sembarangan. Sebagian 

besar masalah lingkungan ini disebabkan oleh kemajuan industri dan pembangunan yang 

tidak diikuti dengan kesadaran dan tindakan yang memadai dalam menjaga kelestarian 

lingkungan (Mariyani, 2017). 

Salah satu contoh nyata dari kerusakan lingkungan yang semakin memperburuk 

kondisi alam di Indonesia adalah masalah sampah. Data yang ada menunjukkan bahwa pada 

tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yakni 

18,5 juta ton per tahun. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya permasalahan 

pengelolaan sampah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Selain itu, 

tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya menambah beban pada sistem 

pengelolaan sampah yang ada, serta memberikan dampak negatif bagi kesehatan 

masyarakat, ekosistem, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan (SIPSN, 2024). 

Salah satu kota yang menyumbang timbunan sampah terbesar di Indonesia adalah Kota 

Medan. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024, Kota Medan mencatatkan jumlah 

timbunan sampah yang sangat signifikan, yakni sekitar 1,7 ribu ton sampah per hari. Jika 

dihitung dalam skala tahunan, jumlah tersebut mencapai sekitar 632 ribu ton sampah setiap 

tahunnya (SIPSN, 2024). Angka ini menandakan bahwa Kota Medan menghadapi tantangan 

besar dalam hal pengelolaan sampah, yang tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, 

tetapi juga mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tingginya volume 

sampah ini menggambarkan pentingnya upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencari solusi yang efektif untuk 

mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah secara berkelanjutan. 

Masalah krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia, terkhusus Kota Medan 

memerlukan upaya penyelesaian, salah satunya kontribusi dari sektor pendidikan. 

Pendidikan merupakan upaya penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara 

dan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Salah satu cara untuk mengatasi 

masalah lingkungan yang semakin kompleks adalah melalui pendekatan yang mencakup 

berbagai dimensi dan disiplin ilmu, termasuk pendidikan yang mengedepankan kesadaran 

lingkungan di kalangan warga negara (Usmi & Murdiono, 2021). Di Indonesia, Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk warga negara 

yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dengan cara melindungi, mengelola, dan 

melestarikan sumber daya alam. Melalui PKn, diajarkan mengenai hak dan kewajiban 

sebagai warga negara, serta dibentuk karakter warga negara yang tidak hanya peduli 

terhadap lingkungan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Karakter 
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ini dikenal dengan sebutan Ecological Citizenship, yaitu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan kesadaran serta tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. 

Universitas, sebagai institusi pendidikan tinggi, memiliki peran penting dalam 

mencetak generasi yang sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), sebagai mata kuliah yang mendukung pengembangan karakter 

mahasiswa, memiliki potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai Ecological Citizenship. 

Ecological Citizenship adalah suatu sikap yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekologi, 

yang menekankan etika lingkungan dan beranggapan bahwa tanggung jawab dalam 

Ecological Citizenship merupakan suatu kebajikan yang dimiliki oleh setiap individu 

(Fatikhah & Rejekiningsih, 2024). Ecological Citizenship dapat dipahami sebagai hak asasi 

manusia terhadap lingkungan sekaligus tanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan 

serta berpartisipasi dalam menjaga daya dukung lingkungan (Raessens, 2019). 

Ecological Citizenship menawarkan konsep yang relevan mengenai pentingnya 

partisipasi dan kerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan. Konsep ini 

mencerminkan prinsip hidup berbangsa yang melibatkan semangat gotong-royong, 

partisipasi aktif, kolaborasi, dan harmoni. Setelah era reformasi, supremasi masyarakat 

semakin menonjol, dengan pengaruh yang semakin kuat dan signifikan di berbagai aspek 

kehidupan. Prinsip klasik bahwa satu lidi tidak sekuat seikat lidi ternyata memiliki kaitan 

erat dengan keberhasilan dalam membangun sebuah negara (Nugroho, 2021a). 

Dengan konsep ini dapat membangun Ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan 

merupakan kemampuan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan 

kondisi lingkungan, termasuk kemampuan untuk bertahan, merespons, dan pulih dari 

bencana. Berdasarkan definisi ini, ketahanan lingkungan lebih difokuskan pada kemampuan 

lingkungan dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana alam (mitigasi bencana) 

(Nabilunnuha & Novianto, 2022). 

Ecological Citizenship telah berkembang menjadi konsep yang sangat relevan di era 

modern ini. Masalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tren global telah menjadi 

perhatian utama di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena lingkungan memainkan peran 

penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia, baik untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. Konsep Ecological Citizenship muncul dengan implikasi bahwa 

masyarakat, sebagai warga negara dan bagian dari komunitas global, memiliki tanggung 

jawab untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan. Kajian ini menjadi bagian 

penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada hak dan kewajiban 

warga negara terkait dengan pelestarian lingkungan (Sari et al., 2020). 
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Selain itu, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu upaya untuk 

membentuk kompetensi ekologis warga negara. Materi yang berkaitan dengan rasa peduli 

terhadap lingkungan dapat dimasukkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Rasa peduli terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui pembelajaran ini. Pembentukan 

warga negara yang baik merupakan salah satu misi utama pendidikan nasional Indonesia, 

dan pengembangan karakter warga negara yang peduli terhadap lingkungan menjadi bagian 

dari tujuan pendidikan bangsa (Wahidin & Devi, 2024). 

Karakteristik Ecological Citizenship dalam pembelajaran PKn tercermin melalui 

kompetensi dasar, materi yang mencakup motivasi dalam Ecological Citizenship, nilai-nilai 

yang terkandung dalam Ecological Citizenship, serta pemberdayaan dan pengembangan 

keterampilan dalam konteks Ecological Citizenship. Selain itu, materi yang meliputi 

pengetahuan tentang ekologi, seperti isu-isu ekologis, esensi dan urgensi Ecological 

Citizenship, hak dan kewajiban, serta bentuk partisipasi yang dapat dilakukan sebagai 

manifestasi Ecological Citizenship, juga merupakan elemen yang penting. 

Maka Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai salah satu perguruan tinggi di Kota 

Medan, Universitas Negeri Medan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan mahasiswa 

yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga peduli terhadap ketahanan lingkungan. 

Modul PKn berbasis Ecological Citizenship dapat menjadi inovasi strategis untuk mencapai 

tujuan tersebut. Melalui modul ini, mahasiswa dapat dibekali dengan pengetahuan tentang 

isu-isu lingkungan, nilai-nilai Ecological Citizenship, serta keterampilan untuk 

berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan modul ini 

juga bertujuan untuk membentuk kesadaran mahasiswa bahwa tindakan kecil mereka, seperti 

mengelola limbah secara bijak, dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep dan prinsip Ecological Citizenship yang dapat diterapkan dalam 

modul PKn untuk membentuk kesadaran mahasiswa terkait isu-isu ketahanan 

lingkungan? 

2. Bagaimana pengembangan modul Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis 

Ecological Citizenship di Universitas Negeri Medan dapat meningkatkan kesadaran 

mahasiswa terhadap pentingnya ketahanan lingkungan? 
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3. Bagaimana kepraktisan pengembangan modul Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

berbasis Ecological Citizenship di Universitas Negeri Medan dapat meningkatkan 

kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya ketahanan lingkungan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui konsep dan prinsip Ecological Citizenship yang dapat diterapkan dalam 

modul PKn untuk membentuk kesadaran mahasiswa terkait isu-isu ketahanan 

lingkungan? 

2. Mengetahui pengembangan modul Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis 

Ecological Citizenship di Universitas Negeri Medan dapat meningkatkan kesadaran 

mahasiswa terhadap pentingnya ketahanan lingkungan? 

3. Mengetahui kepraktisan modul Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis 

Ecological Citizenship di Universitas Negeri Medan dapat meningkatkan kesadaran 

mahasiswa terhadap pentingnya ketahanan lingkungan? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan kontribusi penguatan kajian konsep dan prinsip Ecological Citizenship 

dalam bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).  

2. Menjadi referensi pengembangan teori tentang integrasi isu-isu ketahanan 

lingkungan ke dalam materi dan strategi pembelajaran PKn di perguruan tinggi.  

3. Menambah khazanah keilmuan terkait inovasi desain dan pengembangan modul 

berbasis Ecological Citizenship yang relevan dengan konteks pendidikan 

kewarganegaraan di Indonesia.  

4. Memberikan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan 

antara pembelajaran kewarganegaraan dan peningkatan kesadaran ekologis 

mahasiswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Menjadi acuan praktis bagi dosen PKn di Universitas Negeri Medan dalam 

mengembangkan dan menerapkan modul pembelajaran berbasis Ecological 

Citizenship untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan mahasiswa.  

2. Memberikan alternatif bahan ajar yang aplikatif, kontekstual, dan mendukung 

pembelajaran PKn agar lebih relevan dengan tantangan ketahanan lingkungan di era 

sekarang.  
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3. Membantu mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang mendorong sikap 

peduli lingkungan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang berwawasan 

ekologis.  

4. Memberikan masukan bagi pihak kampus dan pengambil kebijakan pendidikan 

tinggi dalam merumuskan kebijakan penguatan literasi lingkungan melalui 

kurikulum PKn. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan membentuk 

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi 

individu Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sesuai dengan prinsip Pancasila 

dan UUD 1945. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter yang 

cerdas dan bermoral baik sebagai warga negara. Sebagai mata pelajaran yang terus 

berkembang seiring waktu, substansi Pendidikan Kewarganegaraan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor (Japar, 2020). 

Tujuan utama dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk 

membentuk perilaku tertentu yang diharapkan setelah proses pembelajaran. Menurut 

Branson (1999: 7), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendorong partisipasi 

yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di 

tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional. Sementara menurut Depdiknas (2006: 49), 

tujuan pembelajaran ini mencakup kompetensi yang meliputi (1) kemampuan berpikir kritis, 

rasional, dan kreatif terhadap isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi dengan cerdas dan 

bertanggung jawab dalam kegiatan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, (3) mengembangkan 

diri secara positif dan demokratis untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang 

dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain, serta (4) berinteraksi dengan bangsa lain 

berdasarkan peraturan internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (Damri & Putra, 2020). 

Secara umum, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendukung 

keberhasilan Pendidikan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Hal 

ini mencakup pengembangan manusia Indonesia yang memiliki iman dan taqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai, serta kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Selain itu, tujuan lainnya adalah 

membentuk kepribadian yang kuat dan mandiri, serta rasa tanggung jawab sosial dan 

nasional yang tinggi. Secara khusus, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk 

menumbuhkan moral yang tercermin dalam tindakan sehari-hari, seperti menunjukkan iman 

kepada Tuhan dalam masyarakat yang pluralis, berperilaku adil dan beradab dalam 

hubungan antar manusia, mendukung prinsip demokrasi dengan mengutamakan kepentingan 

bersama melalui musyawarah, serta berupaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia (Mahmud et al., 2023). 



8 

 

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Djahiri, mencakup beberapa hal 

penting: pertama, membentuk identitas dan kepribadian manusia Indonesia yang 

berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila; kedua, meningkatkan kesadaran politik, hukum, 

pembangunan, serta kesadaran tentang masalah diri, masyarakat, bangsa, dan negara; ketiga, 

memberikan pembekalan yang substansial dan mengembangkan potensi peserta didik untuk 

pembelajaran lebih lanjut (Japar, 2020). 

2.2 Ecological Citizenship 

Ecological Citizenship merupakan konsep kewarganegaraan yang diperluas dan 

diperbaharui untuk menghadapi tantangan global terkait permasalahan lingkungan seperti 

perubahan iklim, kepunahan massal akibat aktivitas manusia, dan penipisan ozon. Konsep 

ini tidak terikat pada batasan-batasan tradisional kewarganegaraan nasional, melainkan 

berfokus pada hubungan antarmanusia dalam ekosistem global, dengan memperhatikan 

dampak aktivitas ekonomi dan pilihan politik pada masyarakat yang jauh secara geografis 

dan lintas generasi (MacGregor, 2023). Ecological Citizenship merupakan konsep 

kewarganegaraan yang menghubungkan prinsip demokrasi ekologis dengan isu-isu 

keberlanjutan global. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh 

pembangunan yang tidak berkelanjutan, seperti kerusakan ekologis, ketidakstabilan 

ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Ecological Citizenship melibatkan tanggung jawab 

individu dan kolektif dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kualitas lingkungan 

dan kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global (Huckle, 2001). 

Ecological Citizenship menawarkan konsep yang relevan mengenai pentingnya partisipasi 

dan kerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan. Konsep ini mencerminkan prinsip 

hidup berbangsa yang melibatkan semangat gotong-royong, partisipasi aktif, kolaborasi, dan 

harmoni. Setelah era reformasi, supremasi masyarakat semakin menonjol, dengan pengaruh 

yang semakin kuat dan signifikan di berbagai aspek kehidupan. Prinsip klasik bahwa satu 

lidi tidak sekuat seikat lidi ternyata memiliki kaitan erat dengan keberhasilan dalam 

membangun sebuah negara (Nugroho, 2021a). 

Konsep ini mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan 

keputusan yang demokratis, terutama dalam konteks globalisasi yang membutuhkan tata 

kelola global yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan 

hubungan antara masyarakat dan alam melalui pendidikan, regulasi, serta partisipasi politik 

dan sosial. Hal ini mencakup pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung pengelolaan sumber daya yang 

berkelanjutan demi generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, Ecological 
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Citizenship juga menekankan pentingnya perubahan nilai, perilaku, dan struktur sosial untuk 

menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, pendidikan memainkan peran 

penting dalam meningkatkan kesadaran kritis dan kemampuan warga negara untuk 

berkontribusi dalam menciptakan sistem tata kelola yang mendukung keberlanjutan 

lingkungan dan keadilan sosial (Huckle, 2001). 

Tujuan utama Ecological Citizenship adalah mencapai jejak ekologi yang 

berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tindakan individu seharusnya tidak 

mengurangi atau menghalangi kemampuan generasi saat ini dan mendatang untuk menjalani 

kehidupan yang layak. Kewajiban ini mencakup pengurangan jejak ekologi yang berlebihan 

dan kompensasi kepada mereka yang terdampak oleh konsumsi tidak berkelanjutan. 

Ecological Citizenship mencerminkan upaya untuk merekonstruksi kewarganegaraan 

tradisional ke arah yang lebih inklusif, melampaui batasan nasional dan generasi saat ini, 

guna menghadapi tantangan lingkungan global yang mendesak (MacGregor, 2023). 

2.3 Ketahanan Lingkungan 

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup segala benda, energi, 

kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi 

keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Ilmu 

lingkungan adalah cabang ekologi yang menerapkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep 

ekologi untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas, termasuk interaksi antara manusia 

dan lingkungannya. Sebagai ekologi terapan, ilmu lingkungan mengintegrasikan berbagai 

disiplin ilmu untuk mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup, termasuk 

manusia, dengan lingkungannya (Husain, 2019). 

Ketahanan lingkungan merupakan salah satu komponen penting dari ketahanan 

wilayah yang saling terhubung. Ketahanan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi 

beragam tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan (Wibowo et al., 2021). Ketahanan 

lingkungan merupakan kemampuan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap 

perubahan kondisi lingkungan, termasuk kemampuan untuk bertahan, merespons, dan pulih 

dari bencana. Berdasarkan definisi ini, ketahanan lingkungan lebih difokuskan pada 

kemampuan lingkungan dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana alam (mitigasi 

bencana) (Nabilunnuha & Novianto, 2022). 

2.4 Penelitian Relevan 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam memahami konsep Ecological Citizenship. Berbagai aspek dari konsep ini telah 
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dibahas secara luas, mencakup dimensi teoritis, praktis, hingga penerapannya dalam 

berbagai konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Fokus kajian ini telah menarik perhatian 

para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, pendidikan, ilmu lingkungan, dan 

filsafat, yang masing-masing menawarkan perspektif unik dalam menganalisis dan 

mengembangkan pemahaman tentang peran individu sebagai warga ekologis yang 

bertanggung jawab. Hasil penelitian tersebut memperkaya literatur akademik dan menjadi 

landasan penting dalam membangun pendekatan yang lebih holistik terhadap isu-isu 

lingkungan global. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yaitu: 

1. Penelitian dengan Judul “Strategi Transformasi Sosial Komunitas Prenjak Tapak 

dalam Penguatan Ecological Citizenship Terhadap Ketahanan Lingkungan Daerah 

Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguatan Ecological 

Citizenship yang dilakukan oleh Komunitas Prenjak Tapak menunjukkan hasil nyata 

berupa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghijaukan lingkungan 

melalui program penanaman mangrove. Upaya ini menjadi salah satu strategi utama 

komunitas dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat sekitar. Transformasi 

yang terjadi mencakup perubahan lingkungan fisik dan pola pikir masyarakat 

terhadap pentingnya kelestarian alam. Saat ini, Komunitas Prenjak Tapak 

dihadapkan pada tantangan dari investor yang berencana menanamkan modal di 

lahan sekitar kawasan konservasi mangrove. Namun, perhatian Pemerintah Daerah 

Kota Semarang cenderung lebih berpihak kepada kepentingan investor. Padahal, 

keberadaan mangrove sangat vital untuk memperkuat ketahanan lingkungan Kota 

Semarang, yang setiap tahun terdampak oleh banjir (Mardiyah et al., 2021). 

2. Penelitian dengan Judul “Penguatan Kepedulian Lingkungan Sekolah Melalui 

Kegiatan Ecological Citizenship”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya 

penguatan karakter peduli lingkungan melalui kegiatan Ecological Citizenship 

(Ecological Citizenship) di lingkungan sekolah. Penelitian ini mengungkap bahwa 

penerapan program pendidikan berbasis ekologis, seperti pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, kegiatan Jumat Bersih, dan pembiasaan perilaku 

pro-lingkungan, dapat menanamkan kesadaran siswa terhadap pentingnya 

pelestarian lingkungan. Program-program ini tidak hanya membangun karakter 

peduli lingkungan tetapi juga mendorong tanggung jawab kolektif warga sekolah 

dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian, pendekatan 

ini diharapkan mampu menumbuhkan warga negara yang memiliki kesadaran 
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ekologis tinggi untuk menghadapi tantangan kerusakan lingkungan global (Wahidin 

et al., 2024). 

3. Penelitian dengan Judul “Community-based environmental conservation (Ecological 

Citizenship): Real practice an environmentally eco-village in the middle of the city”. 

Hasil penelitian menunjukkan kondisi hijau dari sebuah eco-village yang dikelola 

melalui kolaborasi antar komunitas, yang berhasil meminimalkan kerusakan 

lingkungan yang selama ini menjadi permasalahan di Malang. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini dapat menjadi rancangan hijau dalam menyelesaikan masalah 

lingkungan perkotaan yang belum dituntaskan oleh pemerintah kota. 

4. Penelitian dengan Judul “Learning Methods and Learning Media of Ecological 

Citizenship Based Civic and Pancasila Education with Society 5.0 Perspective”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan kewarganegaraan 

berbasis Ecological Citizenship sebagai pendekatan untuk menanamkan kesadaran 

lingkungan dalam perspektif Society 5.0. Studi yang dilakukan di 14 sekolah 

menengah pertama di Madiun, Jawa Timur, menunjukkan bahwa media dan metode 

pembelajaran yang digunakan belum optimal dalam melibatkan siswa secara aktif, 

baik dalam diskusi isu kewarganegaraan maupun dalam menyelesaikan masalah 

lingkungan. Selain itu, data menunjukkan bahwa 23% siswa berada dalam kategori 

anti-ekologis, sementara 65% berada pada kategori ekologis menengah, 

mencerminkan perlunya penguatan karakter peduli lingkungan. Penelitian ini 

menekankan perlunya inovasi dalam metode dan media pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam memahami dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan teori dan praktik terkait pengelolaan 

kelas yang dapat mendukung penelitian ini. Namun, penelitian ini dengan berfokus pada 

pengembangan modul pendidikan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap 

ketahanan lingkungan. Dimana penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi konteks aksi 

komunitas, pendidikan sekolah, dan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Studi 

pertama menitikberatkan pada transformasi sosial komunitas melalui penghijauan 

mangrove, sedangkan penelitian kedua menekankan penguatan karakter peduli lingkungan 

di sekolah. Penelitian ketiga menyoroti kolaborasi komunitas untuk menciptakan eco-

village, sementara penelitian keempat membahas metode pembelajaran berbasis Ecological 

Citizenship untuk siswa dalam perspektif Society 5.0. Penelitian ini menawarkan pendekatan 
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baru dengan fokus pada pengembangan bahan ajar berbasis Ecological Citizenship untuk 

mahasiswa, yang belum menjadi perhatian utama dalam studi terdahulu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian 

sebelumnya, seperti kurang optimalnya penerapan metode dan media Ecological Citizenship 

di jenjang pendidikan menengah atas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus 

pada komunitas tertentu dan kurang beragam dalam mengembangkan bentuk-bentuk 

kegiatan ekologis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan keterbaharuan melalui 

pengembangan modul pembelajaran berbasis Ecological Citizenship yang memberikan 

pedoman praktis untuk berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan lingkungan. 

Modul ini mencakup beragam aktivitas seperti penanaman mangrove, ecoprint, ecovillage, 

ecobrick, eco-enzyme, penanaman pohon, pembuatan pupuk kompos, dan kegiatan ekologis 

lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu mengisi 

kesenjangan yang ada dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran 

ekologis mahasiswa. 

Selain itu, Penelitian ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan 

lingkungan, kewarganegaraan, dan pengetahuan alam, untuk menciptakan modul yang tidak 

hanya teoritis tetapi juga aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Serta 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada komunitas atau pendidikan 

dasar dan menengah, penelitian ini secara khusus ditujukan untuk mahasiswa di perguruan 

tinggi, yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam pengelolaan dan 

pelestarian lingkungan. Modul ini dirancang untuk mendorong kolaborasi antara mahasiswa, 

dosen, dan masyarakat sekitar dalam mengimplementasikan proyek-proyek ekologis, 

sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dalam lingkungan kampus dan masyarakat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan, yang dalam bidang 

pendidikan sering dikenal sebagai Research and Development (R&D). R&D merupakan 

proses sistematis untuk menciptakan dan memvalidasi produk pendidikan yang dirancang 

guna memenuhi kebutuhan tertentu. Menurut Borg dan Gall, produk pendidikan yang 

dihasilkan melalui penelitian ini tidak hanya terbatas pada materi pembelajaran seperti buku 

teks atau film pendidikan, tetapi juga mencakup prosedur atau proses, misalnya metode 

pengajaran atau cara mengorganisasi pembelajaran. Penelitian pengembangan ini biasanya 

melibatkan siklus berulang, dimulai dari perancangan awal produk, uji coba untuk 

mengidentifikasi kekurangan, perbaikan berdasarkan temuan, hingga pengujian dan evaluasi 

ulang. Proses ini terus berlanjut hingga tercipta produk akhir yang dianggap sesuai dengan 

kebutuhan pengguna (Winaryati et al., 2021). 

3.2 Bagan Alir Penelitian 

Penelitian pengembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian, model 

penelitian ini meliputi: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) 

validasi produk, 5) revisi produk, 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian, 

9) revisi Produk, 10) produk masal (Sugiyono, 2013). Berikut merupakan tahapan penelitian.  

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 
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Pembagian tugas dalam penelitian ini juga dilakukan dengan memperhatikan 

kemampuan, keahlian, dan pengalaman masing-masing anggota tim. Hal ini bertujuan agar 

setiap individu dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan bidangnya, sehingga proses 

penelitian dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir. Setiap anggota tim diberikan 

tanggung jawab yang spesifik dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, diharapkan tidak hanya meningkatkan 

produktivitas tim, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kerja sama selama pelaksanaan 

penelitian. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahapan penelitian dan pembagian tugas 

yang telah dirumuskan. 

 

Gambar 2. Tahapan Penelitian dan Pembagian Tugas 

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Unimed). Jurusan PPKn Unimed 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam membekali 

mahasiswa dengan pengetahuan, nilai, dan sikap kewarganegaraan, termasuk kesadaran 

akan pentingnya ketahanan lingkungan. Selain itu, Jurusan PPKn Unimed juga memiliki 

komitmen untuk terus mengembangkan inovasi pembelajaran yang responsif terhadap isu-
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isu aktual, salah satunya adalah penerapan konsep Ecological Citizenship dalam 

pembelajaran PKn.  

Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung mulai bulan Maret 

hingga Juli 2025. Rentang waktu ini mencakup tahap persiapan, pengembangan modul, 

validasi ahli, uji kepraktisan di kelas, serta analisis hasil penelitian. Dengan jadwal 

pelaksanaan yang direncanakan secara sistematis, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan 

dapat berjalan optimal untuk menghasilkan modul PKn berbasis Ecological Citizenship yang 

layak digunakan sebagai bahan ajar inovatif di Jurusan PPKn Unimed. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Unimed). 

Populasi ini dipilih karena mahasiswa PPKn memiliki keterkaitan langsung dengan materi 

kewarganegaraan yang menjadi fokus pengembangan modul berbasis Ecological 

Citizenship. Dengan demikian, seluruh mahasiswa PPKn dianggap memiliki karakteristik 

yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian.  

Sampel penelitian ditentukan secara purposive dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Sampel yang diambil adalah mahasiswa PPKn semester 6. Pemilihan 

mahasiswa semester 6 didasarkan pada pertimbangan bahwa pada semester ini mahasiswa 

telah memiliki dasar pengetahuan PKn yang cukup dan berada pada tahap pembelajaran 

lanjutan, sehingga dinilai tepat untuk menguji kepraktisan serta efektivitas modul Ecological 

Citizenship yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian pengembangan modul pembelajaran ini 

mencakup beberapa teknik, yaitu angket (kuesioner), wawancara, dan dokumentasi. 

1. Angket (Kuisioner) 

Angket, yang juga dikenal dengan istilah kuesioner, merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan rangkaian pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Yusuf, 2023). Metode ini digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam 

konteks penelitian pengembangan modul pembelajaran, angket menjadi alat penting untuk 

mendapatkan data yang diperlukan baik dalam tahap evaluasi maupun uji coba modul yang 

sedang dikembangkan. Teknik ini memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan 

terstruktur dari sejumlah responden dalam waktu yang relatif efisien.  
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Pada tahap evaluasi modul pembelajaran, angket digunakan untuk mendapatkan 

penilaian dari validator yang terdiri dari validator materi dan validator bahasa. Validator ini 

bertugas untuk menilai kualitas materi dan kelayakan bahasa yang digunakan dalam modul 

tersebut. Sementara itu, dalam tahap uji coba modul, angket dibagikan kepada dosen dan 

mahasiswa sebagai pengguna utama modul tersebut. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk 

memperoleh umpan balik yang berguna dalam memperbaiki dan menyempurnakan modul 

pembelajaran sebelum diterapkan secara lebih luas. Melalui proses ini, angket berperan 

sebagai instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas modul yang 

dikembangkan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan 

komunikasi dalam bentuk percakapan antara dua pihak. Pihak pertama, yaitu pewawancara 

(interviewer), mengajukan serangkaian pertanyaan, sementara pihak kedua, terwawancara 

(interviewee), memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Murdiyanto, 2020). 

Selain itu, wawancara juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik 

penelitian kepada narasumber yang telah dipilih sebelumnya (Sahir, 2021). Definisi lain 

mengungkapkan bahwa wawancara adalah interaksi verbal yang dilakukan secara langsung 

antara dua atau lebih individu dengan tujuan tertentu (Hardani et al., 2020). 

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada dosen dan mahasiswa Jurusan 

PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Tujuan utama wawancara ini adalah 

untuk mengumpulkan data awal yang diperlukan dalam penelitian, serta untuk memperoleh 

informasi mengenai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan masukan berharga yang dapat digunakan 

dalam pengembangan modul pembelajaran, sehingga modul tersebut dapat lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seorang tentang sesuatu yang sudah 

berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam 

situasi sosial yang sesuaikan dengan fokus penelitian (Yusuf, 2023). Dalam penelitian ini 

dokumentasi adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan sumber-

sumber lainnya seperti buku, jurnal, dan website. 
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3.6 Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen adalah alat yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan suatu 

kegiatan atau pengukuran. Dalam konteks penelitian ini, selain menyusun modul 

pembelajaran, juga dikembangkan instrumen penelitian yang bertujuan untuk menilai 

kelayakan modul pembelajaran yang dihasilkan. Instrumen tersebut meliputi beberapa jenis, 

yaitu: 

1. Insturmen Studi Pendahuluan 

Instrumen ini berupa wawancara yang dilakukan dengan dosen untuk mengidentifikasi 

dan memperoleh informasi terkait permasalahan yang ada sebagai dasar pengembangan 

modul. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

a. Instrumen Validasi Validator materi, Instrumen ini berbentuk angket validasi yang 

menilai kelayakan isi modul berdasarkan standar isi dan kesesuaian materi. Selain 

itu, instrumen ini juga berfungsi untuk memberikan masukan terkait pengembangan 

isi modul pembelajaran agar lebih sesuai dan akurat. 

b. Instrumen Validasi Validator bahasa, Instrumen ini berupa angket validasi yang 

mengevaluasi ketepatan penulisan, penggunaan bahasa, dan pemilihan kata yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

3. Instrumen Uji Coba Produk 

a. Instrumen Tanggapan Dosen, Instrumen ini berbentuk angket yang dirancang untuk 

mengetahui penilaian atau tanggapan dari dosen terhadap modul pembelajaran yang 

dikembangkan.  

b. Instrumen Tanggapan Mahasiswa, Instrumen ini juga berbentuk angket yang 

digunakan untuk mengumpulkan penilaian atau tanggapan dari mahasiswa terkait 

modul pembelajaran yang telah disusun. 

3.7 Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Hasil Validasi Modul 

Pada tahap awal, peneliti menyusun lembar validasi yang berisi sejumlah pernyataan 

untuk dievaluasi. Proses validasi dilakukan oleh validator dengan cara mengisi angket, di 

mana mereka memberikan tanda centang pada kategori yang telah disediakan. Penilaian 

dalam angket ini menggunakan skala Likert, yang terdiri dari lima tingkatan evaluasi, 

sehingga memungkinkan validator memberikan penilaian yang lebih terukur dan mendalam 

terhadap setiap pernyataan. Skala ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang 
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dapat dianalisis untuk menilai kualitas atau kelayakan aspek yang sedang diuji. Berikut skala 

likert. 

Tabel 1. Skor Penilaian Validasi Ahli 

Skor Keterangan 

5 Sangat Baik (SB) 

4 Baik (B) 

3 Cukup (C) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat Kurang (SK) 

Sumber: Riduwan, (2013) 

Hasil validasi yang tertera dalam lembar validasi modul akan dianalisa menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

P= 
𝒇

𝑵
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

P = Angka persentase data angket 

F = jumlah skor yang diperoleh 

N = Jumlah skor minimum 

Selanjutnya, persentase hasil validasi modul tersebut dapat diklasifikasikan 

berdasarkan interpretasi skor menggunakan skala Likert. Dengan pendekatan ini, dapat 

ditarik kesimpulan mengenai tingkat kelayakan modul. Interpretasi skor kelayakan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2. Kriteria Interprestasi Kelayakan 

Skor Keterangan 

81% ≤ P ≤ 100% Sangat Layak 

61% ≤ P < 81% Layak 

41% ≤ P < 61% Cukup Layak 

21% ≤ P < 41% Tidak Layak 

0% ≤ P < 21% Sangat Tidak Layak 

 

2. Teknik Analisisi Hasil Angket Respon Dosen dan Mahasiswa 
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Angket tanggapan untuk dosen dan mahasiswa adalah instrumen yang dirancang oleh 

peneliti berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan. Dosen dan mahasiswa diminta untuk 

memberikan penilaian dengan menandai salah satu kategori yang telah ditentukan sesuai 

pendapat mereka. Kategori penilaian pada angket ini disusun menggunakan skala Likert, 

yang mencakup lima tingkat penilaian untuk memberikan hasil yang terukur dan sistematis. 

Tabel 3. Penskoran Angket 

Skor Keterangan 

5 Sangat Baik (SB) 

4 Baik (B) 

3 Cukup (C) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat Kurang (SK) 

Sumber: Riduwan, (2013) 

Hasil angket respon Dosen dan Mahasiswa akan dianalisa menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

P= 
𝒇

𝑵
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

P = Angka persentase data angket 

F = jumlah skor yang diperoleh 

N = Jumlah skor minimum 

Hasil persentase yang diperoleh dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria interpretasi 

skor sesuai dengan skala Likert. Melalui klasifikasi ini, dapat diambil kesimpulan mengenai 

tanggapan dari Dosen dan Mahasiswa. Kriteria interpretasi skor menggunakan skala Likert 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Kriteria Interpretasi Kemenarikan 

Skor Keterangan 

81% ≤ P ≤ 100% Sangat Menarik 

61% ≤ P < 81% Menarik 

41% ≤ P < 61% Cukup Menarik 

21% ≤ P < 41% Tidak Menarik 

0% ≤ P < 21% Sangat Tidak Menarik 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Konsep dan Prinsip Ecological Citizenship yang dapat diterapkan dalam modul 

PKn 

Ecological Citizenship berkaitan dengan status, hak, dan proses partisipasi warga 

negara dalam menangani permasalahan lingkungan. Konsep ini berfungsi sebagai kerangka 

berpikir yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengakuan sekaligus terlibat aktif 

dalam membentuk bentuk-bentuk kewarganegaraan yang responsif terhadap tantangan 

ekologis. Dalam literatur akademik, istilah Ecological Citizenship muncul dalam berbagai 

bentuk—beberapa peneliti menyebutnya secara langsung sebagai Ecological Citizenship, 

sementara yang lain menggunakan istilah Environmental Citizenship. Meskipun terdapat 

perbedaan istilah, keduanya memiliki landasan yang sama, yaitu menekankan peran strategis 

warga negara dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendorong praktik hidup 

berkelanjutan (Crane et al., 2008). 

Ecological Citizenship menekankan tugas, tanggung jawab, dan konsekuensi etis 

warga negara dalam mengelola sumber daya alam secara selaras dengan kebutuhan makhluk 

hidup lainnya. Konsep ini berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk memenuhi 

kewajiban dalam melindungi lingkungan sekaligus membangun hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan di dalam ekosistemnya. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan manusia tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, sehingga pada akhirnya 

memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak (Godrej, 2012). Selain itu, praktik 

Ecological Citizenship juga berkontribusi terhadap keadilan sosial, karena dampak 

positifnya didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Melampaui batas-

batas nasional, konsep ini juga memiliki potensi untuk mendorong terwujudnya keadilan 

global, dengan memperkuat hubungan timbal balik antara warga negara dan lingkungannya. 

Partisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan memegang peranan penting dalam 

menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan bersama (Dobson, 2004). 

Dobson (2004) dengan tegas menyatakan bahwa Ecological Citizenship memiliki 

keterkaitan erat dengan tanggung jawab warga negara sekaligus hak mereka atas lingkungan 

hidup yang layak dalam batas-batas tertentu. Ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan 

yang diterapkan di berbagai daerah harus membuka peluang politik bagi partisipasi warga 

negara, namun tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan. Menurutnya, pemerintah 

diharapkan menyediakan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat dalam 
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program-program pembangunan. Selain itu, Dobson (2004) menjelaskan bahwa Ecological 

Citizenship pada dasarnya melibatkan proses dialogis di antara para pemangku kepentingan 

dalam menilai dan menerapkan langkah-langkah pengendalian lingkungan. Salah satu 

dimensi penting dari Ecological Citizenship, menurutnya, adalah keterlibatan aktif warga 

negara di ranah publik, khususnya dalam berbagai inisiatif yang bertujuan menjaga 

keberlanjutan lingkungan (Dobson, 2004). 

Selain itu, Ecological Citizenship secara inheren terkait dengan kewajiban politik 

warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, individu memegang tanggung jawab politik 

untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial berdasarkan prinsip keberlanjutan. Hal 

ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan warga negara harus mempertimbangkan 

dampak jangka panjangnya terhadap generasi mendatang, sehingga mereka juga dapat 

merasakan manfaat dari keputusan-keputusan yang dibuat pada masa kini (Smith & 

Pangsapa, 2008). Lebih lanjut, Smith dan Pangsapa (2008) menyoroti peran strategis warga 

negara dalam upaya pelestarian lingkungan. Mereka menafsirkan kembali kewarganegaraan 

bukan hanya sebagai status hukum dalam suatu negara-bangsa tertentu, tetapi sebagai 

konsep yang lebih luas di mana individu, sebagai warga dunia, memiliki hak sekaligus 

tanggung jawab untuk berkontribusi pada berbagai inisiatif yang berdampak luas. Perspektif 

ini semakin mengaburkan batas antara otonomi pribadi dan tanggung jawab kolektif dalam 

kehidupan sehari-hari (Smith & Pangsapa, 2008). 

Ecological Citizenship merupakan konsep kewarganegaraan yang diperluas dan 

diperbarui sebagai respons terhadap tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim, 

kepunahan massal yang dipicu oleh aktivitas manusia, dan penipisan lapisan ozon. Berbeda 

dengan pandangan kewarganegaraan tradisional yang terbatas pada lingkup negara-bangsa, 

konsep ini melampaui batas-batas geopolitik dan menekankan keterhubungan antarindividu 

dalam suatu ekosistem global. Konsep ini memberi perhatian besar pada dampak lingkungan 

dari tindakan ekonomi dan pilihan politik, tidak hanya bagi komunitas lokal tetapi juga bagi 

populasi yang berada jauh secara geografis serta bagi generasi mendatang (MacGregor, 

2023).  

Ecological Citizenship adalah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip 

demokrasi ekologis dengan isu-isu keberlanjutan global. Konsep ini bertujuan untuk 

menjawab berbagai permasalahan yang muncul akibat pembangunan yang tidak 

berkelanjutan, termasuk degradasi ekologi, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakadilan 

sosial. Konsep ini menekankan tanggung jawab individu maupun kolektif dalam mengambil 
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keputusan yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat baik di 

tingkat lokal maupun global (Huckle, 2001).  

Selain itu, Ecological Citizenship menawarkan kerangka yang relevan untuk 

memahami pentingnya partisipasi dan kerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan 

dan sosial. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan pada 

semangat saling membantu (gotong royong), keterlibatan aktif warga negara, kolaborasi, dan 

keharmonisan sosial. Pada era pasca reformasi, masyarakat sipil muncul sebagai kekuatan 

yang signifikan dan semakin berpengaruh di berbagai bidang kehidupan. Kearifan 

tradisional bahwa “sebatang lidi mudah dipatahkan, tetapi sapu lidi sulit dipatahkan” sejalan 

dengan konsep ketahanan nasional dan upaya kolektif yang dibutuhkan untuk membangun 

masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan (Nugroho, 2021b). 

Konsep ini mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan 

keputusan secara demokratis, khususnya dalam konteks globalisasi yang menuntut tata 

kelola global yang adil dan berkelanjutan. Ecological Citizenship berupaya 

mengintegrasikan hubungan antara masyarakat dan alam melalui pendidikan, regulasi, serta 

partisipasi politik dan sosial. Konsep ini mencakup pemahaman bahwa setiap individu 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung 

pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. 

Selain itu, Ecological Citizenship juga menekankan pentingnya transformasi nilai, perilaku, 

dan struktur sosial untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, 

pendidikan memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis warga negara 

dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi pada sistem tata kelola yang 

mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial (Huckle, 2001). 

Tujuan utama dari Ecological Citizenship adalah untuk mencapai jejak ekologis yang 

berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan individu tidak boleh mengorbankan 

kemampuan generasi sekarang maupun generasi mendatang untuk menjalani kehidupan 

yang bermartabat. Tanggung jawab ini mencakup upaya mengurangi konsumsi ekologis 

yang berlebihan serta memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang terdampak oleh 

praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Ecological Citizenship merepresentasikan upaya 

transformasi untuk merekonstruksi pandangan kewarganegaraan tradisional menuju 

kerangka yang lebih inklusif, yang melampaui batas-batas negara dan generasi demi 

menjawab tantangan mendesak dari degradasi lingkungan global  (MacGregor, 2023). 

Sebagai kesimpulan, Ecological Citizenship adalah konsep kewarganegaraan yang 

menekankan tanggung jawab individu maupun kolektif dalam menjaga keseimbangan 
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lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem global. Konsep ini melampaui sekadar 

hak dan status hukum dengan menuntut keterlibatan aktif dalam proses politik dan sosial 

untuk memperjuangkan kebijakan pembangunan yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan. Ecological Citizenship berfungsi sebagai kerangka untuk memperoleh 

pengakuan, mendorong bentuk-bentuk kewarganegaraan yang lebih responsif terhadap isu-

isu lingkungan, serta menjembatani hubungan antara manusia dan alam. Dalam praktiknya, 

konsep ini melampaui keterbatasan kewarganegaraan tradisional dengan mengadopsi peran 

kewargaan global untuk menghadapi isu-isu krusial seperti perubahan iklim, eksploitasi 

sumber daya alam, dan ketidakadilan sosial. Melalui pendekatan ini, individu diharapkan 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan, baik di 

tingkat lokal maupun global, guna memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati 

kualitas hidup yang layak. 

Memburuknya krisis lingkungan global menuntut kesadaran dan tanggung jawab 

kolektif untuk menjaga kelestarian alam. Berbagai permasalahan lingkungan yang terus 

terjadi, seperti pemanasan global, pencemaran udara dan air, serta deforestasi skala besar, 

telah memperburuk degradasi planet ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah konsep yang 

dapat mendorong individu dan komunitas untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian 

lingkungan. Salah satu konsep tersebut adalah Ecological Citizenship, yang merujuk pada 

kesadaran dan partisipasi aktif warga negara dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan 

lingkungan, baik pada tingkat individu maupun sosial. Dalam konteks Indonesia, penguatan 

Ecological Citizenship dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang 

berperan penting dalam membentuk sikap peduli lingkungan dan karakter kewargaan yang 

bertanggung jawab (Anisa et al., 2025). 

Ecological Citizenship menekankan tanggung jawab warga negara untuk memastikan 

keberlanjutan lingkungan melalui praktik konsumsi yang ramah lingkungan, 

memprioritaskan produk lokal, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif pelestarian 

lingkungan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada tindakan sederhana seperti menjaga 

kebersihan lingkungan atau menanam pohon, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam 

tentang keterkaitan antara manusia dan alam, serta dampak ekologis dari tindakan sehari-

hari. Menanamkan kesadaran ekologis sejak dini sangat penting untuk mempersiapkan 

generasi mendatang agar mampu menghadapi tantangan lingkungan dengan bijak dan 

tangguh (Nugroho, 2017). 

Dalam konteks pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana 

strategis untuk menanamkan nilai-nilai Ecological Citizenship kepada peserta didik sejak 
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usia dini. Melalui pendidikan ini, peserta didik tidak hanya memahami hak dan kewajiban 

mereka sebagai warga negara, tetapi juga mengembangkan kesadaran mendalam akan 

pentingnya melindungi lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang 

(Nugroho, 2017). Dengan demikian, konsep Ecological Citizenship tidak hanya membentuk 

individu yang peduli lingkungan, tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi aktif 

dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan. 

Meskipun memiliki peran yang penting, penerapan konsep Ecological Citizenship 

dalam dunia pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya inovasi dalam program-program 

lingkungan, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kolektif seperti gotong 

royong dan pemanfaatan lahan secara produktif. Banyak orang masih memandang 

pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu semata, 

sehingga partisipasi nyata dalam tindakan pelestarian masih minim. Sebuah penelitian yang 

dilakukan di Nagari Toboh Ketek, Padang Pariaman, mengungkapkan bahwa mayoritas 

anggota masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan lingkungan dan tidak terlibat 

aktif dalam inisiatif ekologi yang telah dirancang (Anisa et al., 2025). Hal ini menunjukkan 

adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya dalam menumbuhkan Ecological 

Citizenship, agar setiap individu dapat memahami dan menjalankan perannya dalam 

menjaga kelestarian alam. 

Penerapan Ecological Citizenship dapat terlihat pada berbagai gerakan akar rumput. 

Salah satu contoh yang menonjol adalah kelompok penolak tambang pasir di Desa Selok 

Awar-Awar, Lumajang, yang secara aktif memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. 

Komunitas ini menyelenggarakan sosialisasi publik, kampanye lingkungan, dan aksi 

langsung untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang mengancam ekosistem 

setempat. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kesadaran publik dan partisipasi aktif 

warga negara sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan (Kemal & Setyowati, 

2022). Selain itu, program Adiwiyata yang diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh 

Indonesia juga merupakan upaya pendidikan formal untuk menanamkan nilai-nilai 

Ecological Citizenship. Program ini mendorong siswa untuk berperan aktif dalam menjaga 

kebersihan dan kehijauan lingkungan sekolah, menanam pohon, serta mengurangi 

penggunaan plastic (Wahidin et al., 2024). Melalui berbagai inisiatif ini, siswa mendapatkan 

pengalaman langsung dalam pengelolaan lingkungan dan diperkenalkan pada praktik hidup 

berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.   
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Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran strategis dalam menumbuhkan 

kesadaran ekologis di kalangan peserta didik. Dengan mengintegrasikan konsep Ecological 

Citizenship ke dalam kurikulum, peserta didik dapat memahami pentingnya pengelolaan 

lingkungan serta bagaimana tindakan mereka berdampak pada ekosistem. Pendidikan ini 

dapat disampaikan melalui berbagai metode, seperti diskusi di kelas, pembelajaran berbasis 

proyek lingkungan, hingga kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada konservasi. Dalam 

jangka panjang, pendidikan berbasis ekologi bertujuan menghasilkan warga negara yang 

tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai ekologi 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi 

individu yang memiliki kepedulian mendalam terhadap alam dan berperan sebagai agen 

perubahan yang mampu menginspirasi tanggung jawab masyarakat yang lebih luas terhadap 

lingkungan.  

Oleh karena itu, Ecological Citizenship muncul sebagai konsep penting untuk 

menjamin keberlanjutan lingkungan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, kerangka ini 

dapat ditanamkan kepada peserta didik untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan 

praktis mereka dalam upaya perlindungan lingkungan. Meskipun penerapannya menghadapi 

berbagai tantangan, keberhasilan berbagai gerakan masyarakat dan program pendidikan 

menunjukkan bahwa Ecological Citizenship menawarkan solusi yang menjanjikan dan 

efektif untuk menjawab permasalahan lingkungan yang mendesak saat ini. 

Untuk memastikan efektivitas pendekatan Ecological Citizenship, inovasi dalam 

metode pembelajaran sangatlah penting, salah satunya melalui penerapan project-based 

learning dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui proyek-proyek nyata seperti 

audit sampah di sekolah, kampanye penghematan energi, atau revitalisasi ruang terbuka 

hijau, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga 

keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi wujud 

nyata integrasi antara Pendidikan Kewarganegaraan dan Ecological Citizenship sebagai 

strategi pedagogis yang membangkitkan keterlibatan emosional sekaligus mendorong 

peserta didik untuk melakukan aksi nyata di dunia nyata. 

Selain itu, pendekatan Ecological Citizenship dalam Pendidikan Kewarganegaraan 

selaras dengan prinsip inti deep learning. Kurikulum deep learning menekankan empat 

elemen utama: pemahaman konseptual yang mendalam, pembelajaran kolaboratif, 

pendekatan berbasis inkuiri, dan keterlibatan aktif peserta didik sepanjang proses 

pembelajaran (Junaidi et al., 2025). Selain itu, pendekatan Ecological Citizenship dKeempat 

komponen ini sangat mendukung tujuan pembelajaran PKn berbasis proyek yang berfokus 
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pada isu-isu lingkungan. Sebagai contoh, ketika peserta didik melakukan proyek audit 

ekologi di sekolah, mereka tidak hanya bekerja sama dalam tim, tetapi juga mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis, mengeksplorasi isu lingkungan melalui proses inkuiri, dan 

menghubungkan pengetahuan dengan aksi nyata, semua ini sepenuhnya sejalan dengan 

kerangka deep learning.lam Pendidikan Kewarganegaraan selaras dengan prinsip inti deep 

learning. Kurikulum deep learning menekankan empat elemen utama: pemahaman 

konseptual yang mendalam, pembelajaran kolaboratif, pendekatan berbasis inkuiri, dan 

keterlibatan aktif peserta didik sepanjang proses pembelajaran. 

Unsur mindful learning dalam kerangka deep learning sangat relevan dalam konteks 

ini. Peserta didik didorong untuk menyadari dampak lingkungan dari tindakan mereka, 

sehingga proses belajar tidak sekadar menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga 

penanaman kesadaran akan makna dan konsekuensi perilaku mereka. Pembelajaran 

bermakna tercermin ketika peserta didik mampu menghubungkan materi akademik dengan 

realitas lingkungan yang mereka hadapi. Misalnya, tidak hanya mempelajari pentingnya 

hutan, tetapi juga memahami bagaimana penebangan liar secara langsung memengaruhi 

komunitas mereka. Sementara itu, joyful learning muncul ketika proyek-proyek lingkungan 

diimplementasikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, seperti lomba kebun 

sekolah atau festival daur ulang yang dikemas sebagai kegiatan edukatif sekaligus kreatif 

(Muvid, 2024; Putri et al., 2024).  

Selain itu, deep learning juga mendukung pengembangan delapan dimensi profil 

peserta didik, termasuk berpikir kritis, kreativitas, kemandirian, dan karakter kewargaan—

semuanya sangat selaras dengan nilai-nilai Ecological Citizenship (Kemendikdasmen, 

2025). Melalui proyek Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada isu lingkungan, 

peserta didik menumbuhkan kesadaran sosial dan keberanian untuk bertindak demi 

kepentingan bersama. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kampanye 

advokasi lingkungan atau merancang solusi berkelanjutan untuk permasalahan lokal. 

Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dibentuk menjadi warga negara yang taat 

hukum, tetapi juga penjaga lingkungan yang bertanggung jawab terhadap ekosistemnya. 

4.1.2 Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecological 

Citizenship 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan dosen, dan diskusi 

kelompok terfokus bersama mahasiswa, ditemukan bahwa Jurusan PPKn Unimed memiliki 

potensi yang mendukung untuk pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan 

Berbasis Ecological Citizenship. Potensi tersebut terlihat dari adanya mata kuliah 
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Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat materi-materi terkait kesadaran berbangsa, 

tanggung jawab warga negara, serta isu-isu global seperti ketahanan lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dosen dan mahasiswa menunjukkan minat tinggi 

untuk mengaitkan pembelajaran kewarganegaraan dengan praktik nyata di lingkungan 

sekitar kampus maupun masyarakat. Hal ini menjadi modal kuat untuk menghadirkan modul 

pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan aplikatif.  

Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Berdasarkan 

hasil angket dan diskusi, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki 

pemahaman mendalam tentang konsep Ecological Citizenship serta kaitannya dengan peran 

mereka sebagai warga negara. Bahan ajar yang tersedia selama ini juga belum secara spesifik 

memadukan materi kewarganegaraan dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan secara 

praktis. Metode pembelajaran pun cenderung masih berpusat pada ceramah dan diskusi pasif 

sehingga kurang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan proyek nyata di lapangan. 

Tantangan lainnya adalah keterbatasan contoh kasus lokal yang dapat digunakan sebagai 

bahan pembelajaran kontekstual. Kondisi ini menegaskan perlunya pengembangan modul 

PKn yang inovatif, integratif, dan berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek untuk 

menanamkan nilai-nilai Ecological Citizenship secara efektif di Jurusan PPKn Unimed. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, diperoleh gambaran umum mengenai potensi 

dan permasalahan yang dihadapi di Jurusan PPKn Unimed. Potensi utama terletak pada 

dukungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan isu-isu 

kebangsaan dan keberlanjutan lingkungan, serta minat mahasiswa dan dosen untuk 

mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual. Selain itu, adanya isu-isu lokal di 

sekitar kampus, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemanfaatan lahan produktif, 

juga menjadi peluang untuk diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran berbasis 

Ecological Citizenship. Namun demikian, permasalahan mendasar yang teridentifikasi 

adalah belum adanya bahan ajar khusus yang secara terstruktur menghubungkan konsep 

kewarganegaraan dengan praktik pelestarian lingkungan. Materi yang ada cenderung masih 

bersifat teoritis dan belum mendorong mahasiswa terlibat secara aktif melalui proyek nyata. 

Selain itu, pemahaman mahasiswa mengenai tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari 

peran warga negara juga masih terbatas.  

Tahap desain produk merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi potensi dan 

masalah tersebut. Dalam tahap ini, perencanaan pengembangan Modul PKn Berbasis 

Ecological Citizenship disusun secara sistematis dengan tujuan menyediakan bahan ajar 

yang mampu menanamkan kesadaran ekologis, meningkatkan keterlibatan mahasiswa 
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dalam aksi nyata, serta mendukung penguatan karakter kewargaan. Modul dirancang untuk 

memadukan materi konseptual dengan aktivitas project-based learning yang relevan dengan 

kondisi lokal, sehingga mahasiswa dapat belajar secara bermakna dan kontekstual. 

Perencanaan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan inovasi 

pembelajaran PKn yang selaras dengan tuntutan era keberlanjutan. 

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecological Citizenship ini dirancang 

menggunakan pendekatan Project-Based Learning (PjBL) sebagai strategi utama 

pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kewargaan ekologis 

melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam proyek nyata yang relevan dengan isu 

lingkungan di sekitar mereka. Adapun secara umum gambaran modul yaitu: 

1. Pendahuluan dengan memuat penjelasan menyeluruh mengenai latar belakang 

pentingnya pengembangan modul ini, deskripsi mata kuliah, panduan belajar bagi 

mahasiswa, tujuan akhir pembelajaran, proses pembelajaran berbasis proyek, serta 

metode penilaian yang akan digunakan. 

2. Pendidikan Kewarganegaraan membahas konsep dasar kewarganegaraan, sejarah 

dan perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, ruang lingkup materi, 

dinamika dan tantangan yang dihadapi, hingga urgensi penguatan peran warga 

negara di era globalisasi.  

3. Ecological Citizenship menjadi inti dari inovasi modul ini, memuat pengertian 

mendalam mengenai Ecological Citizenship, pendekatan-pendekatan yang 

mendukung implementasinya, tahapan-tahapan penerapannya, serta urgensinya 

dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. 

4. Implementasi konsep Ecological Citizenship dalam bentuk aktivitas Project-Based 

Learning. Setiap bab mengusung tema proyek berbeda yang aplikatif dan sesuai 

dengan konteks lokal, yaitu: 

a. Ecological Citizenship melalui pengembangan Bank Sampah 

b. Ecological Citizenship berbasis budidaya Mangrove 

c. Ecological Citizenship berbasis budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 

d. Ecological Citizenship berbasis Ecoprint 

e. Ecological Citizenship berbasis Ecobrick 

f. Ecological Citizenship berbasis Eco Enzyme 

5. Pada masing-masing bab, modul memuat konsep dasar, langkah-langkah praktis, 

hingga Tugas Team-Based Project sebagai wujud pembelajaran kolaboratif dan 

aplikatif. Tugas proyek ini dirancang berdasarkan hasil studi kebutuhan mahasiswa 
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dan rekomendasi para validator agar mendukung pembelajaran bermakna 

(meaningful learning), menyenangkan (joyful learning), dan penuh kesadaran 

(mindful learning). 

6. Pameran Ecological Citizenship merupakan luaran akhir dari keseluruhan proyek. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pameran ini dirancang untuk menjadi ajang 

bagi mahasiswa mempresentasikan hasil proyek mereka secara terbuka. Dalam bab 

ini dijelaskan latar belakang pameran, peran mahasiswa, serta panduan pelaksanaan 

Grand Team-Based Project yang mengintegrasikan seluruh pengalaman belajar 

menjadi aksi kolektif di lingkungan kampus atau masyarakat. 

Untuk mendukung penerapan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis proyek yang 

berakar pada Ecological Citizenship, pendidik dapat menerapkan sintaks project-based 

learning yang terstruktur guna menanamkan kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, 

serta keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik. Kerangka pembelajaran 

ini tidak hanya mendorong terciptanya pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, tetapi 

juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam aktivitas nyata 

yang secara langsung berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 

Tabel 5. Sintaks Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Proyek Ecological Citizenship 

Fase Deskripsi 

Aktivitas 

Peran Dosen Peran Mahasiswa 

Orientasi 

dan 

Eksplorasi 

Mengenalkan 

isu-isu 

lingkungan lokal 

dan konsep 

Ecological 

Citizenship. 

Menyajikan konteks 

permasalahan lingkungan 

dan menjelaskan konsep 

Ecological Citizenship. 

Mengamati dan 

mengidentifikasi 

permasalahan lingkungan 

serta berdiskusi tentang 

topik terkait. 

Perencanaan 

Proyek 

Merancang 

proyek 

lingkungan 

berbasis 

Ecological 

Citizenship, 

seperti bank 

sampah, 

budidaya 

tanaman obat, 

atau produksi 

eco-enzyme. 

Memfasilitasi diskusi, 

membantu 

pengembangan rencana 

proyek, dan mengatur tim 

peserta didik. 

Menyusun proposal 

proyek, membagi peran 

dalam kelompok, dan 

menetapkan tujuan 

proyek. 

Pelaksanaan 

Proyek 

Melaksanakan 

proyek di 

lingkungan 

Membimbing dan 

memantau pelaksanaan 

proyek serta memberikan 

Menjalankan rencana 

proyek, bekerja sama 

dalam tim, dan 
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sekolah atau 

masyarakat 

melalui kerja 

sama tim dan 

kolaborasi. 

umpan balik bila 

diperlukan. 

mendokumentasikan 

prosesnya. 

Monitoring 

dan Refleksi 

Mengevaluasi 

proses, 

menyusun 

laporan, dan 

merefleksikan 

pengalaman yang 

diperoleh selama 

proyek. 

Mengarahkan kegiatan 

refleksi dan membimbing 

penyusunan laporan serta 

dokumentasi proyek. 

Menganalisis hasil proyek, 

menilai keberhasilan 

proyek, serta melakukan 

refleksi individu dan 

kelompok. 

Presentasi 

dan 

Diseminasi 

Menyajikan hasil 

proyek melalui 

pameran atau 

forum publik di 

sekolah atau 

masyarakat. 

Menyelenggarakan sesi 

presentasi, memberikan 

masukan, dan menilai 

kinerja peserta didik. 

Menyajikan hasil proyek, 

menjelaskan manfaat 

lingkungan, dan 

menjawab pertanyaan 

audiens. 

Evaluasi 

Proyek 

Menilai proses 

dan hasil proyek 

Ecological 

Citizenship baik 

secara individu 

maupun 

kelompok. 

Melakukan penilaian 

autentik berdasarkan 

kriteria keberhasilan 

proyek dan partisipasi 

peserta didik. 

Menerima umpan balik, 

merefleksikan 

pengalaman belajar, dan 

menyusun rencana 

perbaikan. 

 

Setelah modul awal selesai disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan uji ahli. 

Dalam penelitian pengembangan modul PKn berbasis Ecological Citizenship ini, uji ahli 

dilakukan dengan melibatkan dua dosen dari Universitas Negeri Medan, yaitu seorang 

validator materi dan seorang validator bahasa. Proses uji ahli dilakukan dengan cara 

menyerahkan atau memperlihatkan draft awal modul beserta lembar validasi yang telah 

disiapkan kepada kedua ahli tersebut. Para ahli kemudian memberikan penilaian, masukan, 

dan saran perbaikan melalui lembar validasi yang tersedia. Hasil analisis dari lembar validasi 

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan revisi dan penyempurnaan modul. 

Setelah modul selesai melalui tahap penyusunan, validasi oleh validator materi 

diperlukan untuk menilai keakuratan dan relevansi isi materi dengan tujuan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Ecological Citizenship. Hasil dan analisis dari proses 

validasi validator materi disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 6. Penilaian Ahli Materi 

No Aspek yang Dinilai Skor Kategori 

1 Materi mendukung pencapaian tujuan akhir dan profil 

lulusan 

4 Baik 

2 Pembahasan tentang sejarah, ruang lingkup, dan 

tantangan PKn disajikan secara komprehensif 

4 Baik 

3 Konsep Ecological Citizenship dikembangkan utuh dari 

teori ke praktik 

4 Baik 

4 Materi mengaitkan nilai kewarganegaraan dengan isu 

lingkungan aktual 

5 Sangat Baik 

5 Definisi, pendekatan, dan tahapan disampaikan dengan 

jelas 

4 Baik 

6 Buku mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila dan 

pendidikan demokrasi 

3 Cukup Baik 

7 Studi kasus dan proyek berasal dari praktik nyata, sesuai 

dengan konteks mahasiswa 

5 Sangat Baik 

8 Tujuan proyek lingkungan (bank sampah, eco enzyme, 

dll.) ditulis secara eksplisit 

5 Sangat Baik 

9 Nilai tanggung jawab, partisipasi, dan keberlanjutan 

terintegrasi dalam materi 

4 Baik 

 

10 Modul mendorong pembentukan karakter aktif, reflektif, 

dan solutif 

4 Baik 

11 Materi memperkuat nilai gotong royong, berpikir kritis, 

mandiri, dll. 

4 Baik 

12 Tugas mahasiswa jelas, sistematis, dan terukur 5 Sangat Baik 

13 Bab-bab saling mendukung dan terhubung logis 4 Baik 

14 Modul mendorong pembelajaran aktif, reflektif, dan 

kreatif 

4 Baik 

15 Bagian pameran menjelaskan refleksi dan diseminasi 

hasil secara rinci 

4 Baik 

16 Materi sesuai kaidah keilmuan, mengacu pada sumber 

relevan 

4 Baik 

17 Daftar pustaka mencakup referensi relevan, mutakhir, 

dan kredibel 

5 Sangat Baik 

18 Tingkat kompleksitas materi sesuai jenjang pendidikan 

tinggi 

5 Sangat Baik 

19 Setiap bab memiliki fokus, tujuan, dan alur isi yang 

konsisten 

3 Baik 

20 Modul layak dijadikan sumber utama dalam praktik 

pembelajaran PKn berbasis proyek 

4 Sangat Baik 

Jumlah 84 

Rata-Rata 4,2 

Klasifikasi Sangat Layak 

 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh validator materi terhadap Modul PKn 

Berbasis Ecological Citizenship, diperoleh skor total sebesar 84 dengan rata-rata 4,2. 

Penilaian ini menunjukkan bahwa modul termasuk dalam kategori sangat layak untuk 
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digunakan sebagai bahan ajar di Jurusan PPKn. Validator materi menilai bahwa isi materi 

modul sudah mendukung pencapaian tujuan akhir mata kuliah dan relevan dengan profil 

lulusan. Pembahasan mengenai sejarah, ruang lingkup, dan tantangan Pendidikan 

Kewarganegaraan disusun secara komprehensif, sementara konsep Ecological Citizenship 

dikembangkan secara utuh mulai dari teori hingga praktik nyata. 

Selain itu, materi dalam modul dinilai berhasil mengaitkan nilai-nilai 

kewarganegaraan dengan isu-isu lingkungan aktual. Definisi, pendekatan, dan tahapan 

Ecological Citizenship juga disajikan dengan jelas dan sistematis. Studi kasus serta proyek-

proyek yang ditawarkan, Seperti pengelolaan bank sampah, pembuatan eco enzyme, dan 

inovasi berbasis ecobrick, dianggap relevan dengan konteks kehidupan mahasiswa dan 

sesuai dengan praktik nyata di masyarakat. Tujuan setiap proyek lingkungan dijelaskan 

secara eksplisit, sedangkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, partisipasi, gotong royong, 

keberlanjutan, berpikir kritis, kemandirian, dan kreativitas terintegrasi ke dalam materi. 

Penilaian juga menegaskan bahwa tugas-tugas mahasiswa telah disusun secara jelas, 

terstruktur, dan terukur, serta mendukung pembelajaran aktif dan reflektif. Keterkaitan antar 

bab dinilai logis dan mendukung kesinambungan alur pembelajaran. Bagian pameran juga 

diapresiasi karena memuat penjelasan rinci tentang refleksi dan diseminasi hasil proyek. 

Dari sisi keilmuan, materi sudah sesuai dengan kaidah akademik dan mengacu pada sumber-

sumber mutakhir serta kredibel. Tingkat kompleksitas modul pun dinilai sudah tepat dan 

sesuai untuk jenjang pendidikan tinggi. Berdasarkan temuan ini, validator materi 

merekomendasikan modul ini sebagai sumber utama dalam praktik pembelajaran PKn 

berbasis proyek di lingkungan Jurusan PPKn Unimed. 

Kemudian, dilakukan penilaian oleh validator bahasa. Penilaian dari validator bahasa 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan materi dalam modul PKn berbasis 

Ecological Citizenship telah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, 

mudah dipahami oleh mahasiswa, jelas, komunikatif, serta konsisten dalam penggunaan 

istilah akademik. Hasil penilaian validator bahasa disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 7. Penilaian Validator Bahasa 

No Aspek yang Dinilai Skor Kategori 

1 Materi mendukung pencapaian tujuan akhir dan profil 

lulusan 

4 Baik 

2 Pembahasan tentang sejarah, ruang lingkup, dan 

tantangan PKn disajikan secara komprehensif 

4 Baik 

3 Konsep Ecological Citizenship dikembangkan utuh dari 

teori ke praktik 

5 Sangat Baik 
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4 Materi mengaitkan nilai kewarganegaraan dengan isu 

lingkungan aktual 

5 Sangat Baik 

5 Definisi, pendekatan, dan tahapan disampaikan dengan 

jelas 

5 Sangat Baik 

6 Buku mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila dan 

pendidikan demokrasi 

5 Sangat Baik 

7 Studi kasus dan proyek berasal dari praktik nyata, sesuai 

dengan konteks mahasiswa 

4 Baik 

8 Tujuan proyek lingkungan (bank sampah, eco enzyme, 

dll.) ditulis secara eksplisit 

5 Sangat Baik 

9 Nilai tanggung jawab, partisipasi, dan keberlanjutan 

terintegrasi dalam materi 

5 Sangat Baik 

10 Modul mendorong pembentukan karakter aktif, reflektif, 

dan solutif 

5 Sangat Baik 

11 Materi memperkuat nilai gotong royong, berpikir kritis, 

mandiri, dll. 

5 Sangat Baik 

12 Tugas mahasiswa jelas, sistematis, dan terukur 4 Baik 

13 Bab-bab saling mendukung dan terhubung logis 5 Sangat Baik 

14 Modul mendorong pembelajaran aktif, reflektif, dan 

kreatif 

4 Baik 

15 Bagian pameran menjelaskan refleksi dan diseminasi 

hasil secara rinci 

4 Baik 

16 Materi sesuai kaidah keilmuan, mengacu pada sumber 

relevan 

4 Baik 

17 Daftar pustaka mencakup referensi relevan, mutakhir, 

dan kredibel 

4 Baik 

18 Tingkat kompleksitas materi sesuai jenjang pendidikan 

tinggi 

5 Sangat Baik 

19 Setiap bab memiliki fokus, tujuan, dan alur isi yang 

konsisten 

5 Sangat Baik 

20 Modul layak dijadikan sumber utama dalam praktik 

pembelajaran PKn berbasis proyek 

5 Sangat Baik 

Jumlah 92 

Rata-Rata 4,6 

Klasifikasi Sangat Layak 

 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh validator bahasa terhadap Modul PKn 

Berbasis Ecological Citizenship, diperoleh skor total sebesar 92 dengan rata-rata 4,6. Hasil 

ini menunjukkan bahwa modul berada pada kategori sangat layak dari segi kebahasaan dan 

keterbacaan. Penilaian ini menegaskan bahwa materi dalam modul telah mendukung 

pencapaian tujuan akhir mata kuliah dan relevan dengan profil lulusan. Validator bahasa 

juga menilai bahwa pembahasan mengenai sejarah, ruang lingkup, serta tantangan 

Pendidikan Kewarganegaraan disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. 

Konsep Ecological Citizenship dalam modul dinilai telah dikembangkan secara utuh 

dari teori hingga praktik, dengan penjelasan istilah, pendekatan, dan tahapan yang jelas dan 
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komunikatif. Validator bahasa juga mengapresiasi bagaimana materi mampu mengaitkan 

nilai-nilai kewarganegaraan dengan isu lingkungan aktual secara relevan. Selain itu, definisi, 

studi kasus, dan tujuan proyek seperti bank sampah, eco enzyme, atau ecobrick dinilai telah 

ditulis secara lugas, ringkas, dan eksplisit, sehingga memudahkan pembaca memahami 

maksud dan langkah-langkah pelaksanaannya. 

Dari aspek kebahasaan, validator bahasa menilai bahwa penyusunan kalimat telah 

sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah populer, tata bahasa konsisten, dan penggunaan 

istilah akademik tepat serta tidak membingungkan. Struktur kalimat dalam penjelasan, tugas 

mahasiswa, hingga bagian pameran dinilai sudah mendukung pembelajaran aktif, reflektif, 

dan kreatif. Keterkaitan antar bab, tujuan setiap bagian, serta alur materi juga dinilai logis, 

sehingga mempermudah mahasiswa mengikuti keseluruhan isi modul. 

Selain itu, daftar pustaka yang digunakan dinilai relevan, mutakhir, dan kredibel untuk 

mendukung validitas materi. Tingkat kompleksitas materi dianggap sesuai dengan jenjang 

pendidikan tinggi, sehingga dapat dijadikan sumber utama pembelajaran PKn berbasis 

proyek. Berdasarkan hasil ini, validator bahasa merekomendasikan modul untuk digunakan 

secara luas, karena mampu memfasilitasi pembelajaran yang komunikatif, mudah dipahami, 

dan mendukung penguatan nilai-nilai kewarganegaraan berbasis Ecological Citizenship. 

Kemudian dilakaukan revisi sesuai masukan dari validator bahasa dan materi. 

Pertama, pada aspek materi mendukung pencapaian tujuan akhir dan profil lulusan, validator 

memberikan saran agar modul lebih menegaskan keterkaitan materi dengan capaian profil 

lulusan. Oleh karena itu, revisi dilakukan dengan menambahkan penjelasan eksplisit di 

bagian pendahuluan (bab I) mengenai keterkaitan isi modul dengan profil lulusan yang 

diharapkan, termasuk kompetensi utama yang ingin dicapai mahasiswa setelah 

menggunakan modul ini. Kedua, pada aspek buku mendukung penguatan nilai-nilai 

Pancasila dan pendidikan demokrasi, validator memberikan catatan bahwa nilai demokrasi 

belum terlihat secara menyeluruh. Tindak lanjut revisi dilakukan dengan memperkaya 

bagian materi (khususnya pada bab II dan bab III) dengan penekanan lebih mendalam pada 

praktik demokrasi dalam konteks Ecological Citizenship, misalnya melalui contoh 

musyawarah tim proyek, pengambilan keputusan bersama, dan penguatan nilai 

kebersamaan.  

Ketiga, pada aspek setiap bab memiliki fokus, tujuan, dan alur isi yang konsisten, 

validator memberi catatan agar setiap bab dilengkapi dengan pernyataan tujuan yang jelas. 

Untuk itu, revisi dilakukan dengan menambahkan subbagian Tujuan Bab di awal setiap bab, 

sehingga mahasiswa memiliki panduan yang lebih terstruktur terkait capaian yang ingin 
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diperoleh di setiap bagian pembelajaran. Selain aspek-aspek di atas, validator materi juga 

memberikan apresiasi bahwa konsep Ecological Citizenship dalam modul telah 

dikembangkan secara utuh dari teori ke praktik, mengaitkan nilai kewarganegaraan dengan 

isu lingkungan aktual, dan dilengkapi tugas proyek yang kontekstual. Hal ini menjadi 

penguatan bagi tim penyusun untuk menjaga mutu isi materi dan konsistensi pendekatan 

berbasis proyek pada tahap revisi lanjutan.  

Sementara itu, hasil validasi dari ahli bahasa tidak memberikan catatan revisi 

tambahan, sehingga pada aspek kebahasaan, modul dinilai telah memenuhi standar 

keterbacaan, kejelasan istilah, dan ketepatan struktur kalimat. Dengan demikian, hasil revisi 

ini diharapkan mampu menyempurnakan modul PKn berbasis Ecological Citizenship, 

sehingga dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran yang mendukung 

penguatan profil lulusan yang peduli pada keberlanjutan lingkungan. 

4.1.3 Kepraktisan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecological 

Citizenship 

Penilaian kepraktisan modul PKn berbasis Ecological Citizenship dilakukan melalui 

praktik uji coba pada praktisi pembelajaran. Penilaian ini bertujuan untuk memperoleh 

masukan terkait sejauh mana modul dapat diimplementasikan secara efektif di kelas, serta 

untuk mengidentifikasi aspek-aspek teknis yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran nyata. Hasil dan analisis penilaian praktisi pembelajaran dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 8. Penilaian Kepraktisan Praktisi Pembelajaran 

No Aspek yang Dinilai Skor Kategori 

1 Modul mudah diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

4 Baik 

2 Materi modul sesuai dengan capaian pembelajaran mata 

kuliah PKn. 

4 Baik 

3 Bahasa modul sesuai dengan kaidah kebahasaan 

akademik. 

5 Sangat Baik 

4 Modul membantu dosen dalam memfasilitasi diskusi 

kelas. 

5 Sangat Baik 

5 Instruksi proyek mudah dijelaskan kepada mahasiswa. 4 Baik 

6 Modul mendukung pembelajaran aktif, kreatif, 

kolaboratif, dan reflektif. 

4 Baik 

7 Desain modul menarik dan mendukung motivasi belajar 

mahasiswa. 

4 Baik 

8 Tugas proyek sesuai dengan kondisi dan konteks 

pembelajaran PKn di Unimed. 

5 Sangat Baik 

9 Kegiatan Project Based Learning di modul dapat 

diaplikasikan di lingkungan kampus. 

4 Baik 

10 Modul memuat petunjuk penilaian proyek secara jelas. 4 Baik 
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11 Materi mendukung pembentukan karakter ekologis dan 

civic engagement mahasiswa. 

5 Sangat Baik 

12 Studi kasus dan contoh proyek relevan dengan realitas 

lokal mahasiswa. 

5 Sangat Baik 

13 Materi dapat disesuaikan dengan waktu pembelajaran 

yang tersedia. 

4 Baik 

14 Modul menyediakan ruang refleksi dan tindak lanjut 

pembelajaran. 

4 Baik 

15 Modul mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan 

memecahkan masalah nyata. 

4 Baik 

16 Modul relevan dengan kebijakan kampus berdampak. 4 Baik 

17 Modul dapat digunakan sebagai referensi utama dalam 

praktik pembelajaran PKn berbasis proyek. 

5 Sangat Baik 

18 Penjelasan setiap bab dalam modul mudah dipahami dan 

saling terhubung. 

4 Baik 

19 Modul dapat mendukung kegiatan evaluasi hasil belajar 

mahasiswa. 

4 Baik 

20 Secara keseluruhan, modul layak diterapkan sebagai 

sumber belajar PKn berbasis Ecological Citizenship. 

4 Baik 

Jumlah 86 

Rata-Rata 4,3 

Klasifikasi Sangat Menarik 

 

Berdasarkan hasil penilaian kepraktisan yang dilakukan oleh praktisi pembelajaran, 

modul PKn berbasis Ecological Citizenship memperoleh skor rata-rata 4,3 dengan 

klasifikasi Sangat Menarik. Penilaian ini menunjukkan bahwa modul dinilai mudah 

diimplementasikan di kelas, sesuai dengan capaian pembelajaran PKn, serta menggunakan 

bahasa yang memenuhi kaidah akademik. Praktisi pembelajaran juga menilai bahwa 

instruksi proyek di dalam modul mudah dijelaskan kepada mahasiswa dan mendukung 

pembelajaran aktif, kreatif, kolaboratif, dan reflektif.  

Selain itu, desain modul dinilai menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa. Tugas proyek di dalam modul dianggap relevan dengan konteks pembelajaran 

PKn di Universitas Negeri Medan, serta kegiatan Project Based Learning yang dirancang 

dapat diaplikasikan secara nyata di lingkungan kampus. Modul ini juga memuat petunjuk 

penilaian yang jelas, mendukung pembentukan karakter ekologis dan civic engagement, 

serta menyediakan ruang refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. Dengan penilaian yang 

sangat baik pada beberapa aspek kunci, modul ini dinilai layak digunakan sebagai referensi 

utama dalam praktik pembelajaran PKn berbasis proyek yang mendukung penerapan nilai-

nilai Ecological Citizenship. 

Setelah modul PKn berbasis Ecological Citizenship dinilai kepraktisannya oleh 

praktisi pembelajaran, tahap selanjutnya dilakukan penilaian kepraktisan dari sisi mahasiswa 
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sebagai pengguna utama modul. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

modul ini dapat diterapkan secara efektif dalam proses belajar mandiri maupun 

berkelompok, serta bagaimana modul mendukung keterlibatan aktif mahasiswa dalam 

proyek-proyek pembelajaran yang dirancang. Hasil penilaian kepraktisan oleh mahasiswa 

memberikan gambaran nyata terkait kemudahan penggunaan modul, kejelasan instruksi 

tugas, relevansi materi dengan kondisi mahasiswa, serta sejauh mana modul mampu 

meningkatkan motivasi belajar, kesadaran ekologis, dan keterampilan berpikir kritis. 

Penjelasan hasil penilaian mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Penilaian Kepraktisan Mahasiswa 

No Aspek yang Dinilai Skor Rata Kategori 

1 Modul mudah saya pahami secara keseluruhan. 212 4,24 Baik 

2 Bahasa yang digunakan dalam modul mudah 

dimengerti. 
202 4,04 

Baik 

3 Modul membantu saya memahami materi 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan lebih jelas. 
202 4,04 

Baik 

4 Contoh kasus dan proyek yang ada sesuai dengan 

kondisi lingkungan saya. 
207 4,14 

Baik 

5 Instruksi tugas proyek dalam modul mudah saya 

ikuti. 
214 4,28 

Baik 

6 Modul membuat saya lebih termotivasi belajar 

PKn. 
212 4,24 

Baik 

7 Tugas proyek membuat saya lebih aktif dan terlibat 

dalam kegiatan belajar. 
210 4,2 

Baik 

8 Isi modul membantu saya berpikir kritis tentang 

masalah lingkungan. 
217 4,34 

Baik 

9 Modul memberikan pengetahuan baru tentang 

kewarganegaraan dan lingkungan. 
206 4,12 

Baik 

10 Modul membuat saya lebih sadar akan pentingnya 

menjaga lingkungan sekitar. 
211 4,22 

Baik 

11 Desain dan tampilan modul menarik dan membuat 

saya betah membaca. 
216 4,32 

Baik 

12 Modul mendukung saya bekerja sama dengan 

teman dalam proyek kelompok. 
201 4,02 

Baik 

13 Waktu pengerjaan tugas proyek dalam modul 

sesuai dengan jadwal kuliah. 
212 4,24 

Baik 

14 Modul membantu saya untuk belajar secara mandiri 

di luar jam perkuliahan. 
208 4,16 

Baik 

15 Modul menambah pengetahuan saya tentang 

Ecological Citizenship. 
207 4,14 

Baik 

16 Modul membantu saya menghubungkan teori 

dengan praktik nyata di masyarakat. 
206 4,12 

Baik 



38 

 

17 Bagian pameran dalam modul membuat saya lebih 

percaya diri mempresentasikan hasil proyek. 
208 4,16 

Baik 

18 Modul ini membuat saya termotivasi untuk 

menjaga lingkungan secara nyata. 
210 4,2 

Baik 

19 Materi di dalam modul sesuai dengan kebutuhan 

saya sebagai mahasiswa PKn. 
218 4,36 

Baik 

20 Secara keseluruhan, modul ini sangat membantu 

saya belajar PKn dengan pendekatan proyek dan 

peduli lingkungan. 

211 4,22 

Baik 

Jumlah 4190 

Rata-Rata 4,19 

Persentasi 83,8% 

Klasifikasi Sangat Menarik 

 

Berdasarkan hasil penilaian kepraktisan yang diperoleh dari mahasiswa, dapat 

disimpulkan bahwa modul PKn berbasis Ecological Citizenship dinilai sangat menarik dan 

praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Sebanyak 20 aspek kepraktisan yang diukur 

menunjukkan skor rata-rata sebesar 4,19 dengan persentase pencapaian 83,8%, yang 

termasuk dalam kategori sangat menarik. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa merasa modul ini mudah dipahami, bahasa yang digunakan jelas, serta materi 

yang disajikan membantu mereka memahami Pendidikan Kewarganegaraan secara lebih 

mendalam dan kontekstual. Selain itu, instruksi tugas proyek yang jelas dan relevan dengan 

kondisi lingkungan membuat mahasiswa merasa lebih aktif, termotivasi, dan terdorong 

untuk berpikir kritis serta bekerja sama dalam proyek kelompok. Modul ini juga dinilai 

mendukung pembelajaran mandiri di luar jam kuliah, mempermudah mahasiswa 

menghubungkan teori dengan praktik nyata, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka 

dalam mempresentasikan hasil proyek. Dengan demikian, hasil penilaian ini menegaskan 

bahwa modul PKn berbasis Ecological Citizenship layak diimplementasikan untuk 

mendukung pembelajaran PKn yang berbasis proyek dan berorientasi pada kepedulian 

lingkungan. 

Pada tahap revisi kedua ini, proses penyempurnaan modul dilakukan dengan mengacu 

pada hasil penilaian kepraktisan yang diperoleh dari uji coba lapangan, yang melibatkan 50 

mahasiswa sebagai responden. Data penilaian kepraktisan dianalisis secara mendalam untuk 

menemukan kekurangan, ketidakjelasan, atau bagian yang masih perlu penyesuaian. 

Masukan yang diperoleh dari mahasiswa menjadi dasar penting dalam penyempurnaan isi, 

bahasa, instruksi proyek, serta desain modul agar semakin mudah dipahami dan diterapkan. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa modul PKn berbasis Ecological Citizenship dinilai sangat 

baik dan layak diterapkan dalam proses pembelajaran PKn di Universitas Negeri Medan.  

Responden menilai modul ini mendukung pembelajaran aktif, reflektif, dan 

kontekstual, serta memotivasi mereka untuk lebih peduli pada isu-isu lingkungan melalui 

proyek nyata. Dengan hasil uji kepraktisan yang sangat baik dan rata-rata penilaian sebesar 

4,19 atau 83,8%, maka revisi pada tahap ini dapat dianggap sebagai penyempurnaan akhir. 

Modul PKn berbasis Ecological Citizenship dinyatakan siap untuk digunakan secara lebih 

luas sebagai sumber belajar yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era 

pembelajaran berbasis proyek dan kepedulian lingkungan. 

4.2 Pembahasan 

Konsep Ecological Citizenship dalam modul PKn ini berperan sebagai kerangka 

berpikir yang menegaskan pentingnya status, hak, sekaligus partisipasi aktif warga negara 

dalam merespons berbagai permasalahan lingkungan. Melalui kerangka ini, mahasiswa 

diharapkan memahami bahwa kewarganegaraan bukan hanya sekadar status hukum, 

melainkan juga mengandung tanggung jawab etis dalam menjaga keseimbangan ekosistem 

dan mendukung praktik hidup berkelanjutan (Crane et al., 2008; Godrej, 2012). Penerapan 

Ecological Citizenship dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan juga menekankan 

bahwa mahasiswa sebagai calon warga negara yang sadar lingkungan harus mampu 

mengambil peran strategis, baik melalui tindakan individu maupun kolaborasi sosial, untuk 

mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Dobson (2004) menyatakan bahwa praktik 

kewarganegaraan ekologis menuntut keterlibatan warga dalam proses pengambilan 

keputusan dan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Selain itu, integrasi 

konsep ini ke dalam modul PKn mendukung terciptanya pola pikir global yang 

menggabungkan dimensi kewargaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologi (Smith & 

Pangsapa, 2008; MacGregor, 2023).  

Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi 

juga terlibat secara aktif melalui proyek nyata, diskusi kritis, dan aksi nyata di masyarakat. 

Pendidikan Kewarganegaraan yang menginternalisasi nilai Ecological Citizenship juga 

mendukung penguatan kesadaran ekologis dan praktik gotong royong yang relevan dengan 

nilai-nilai kebangsaan Indonesia (Nugroho, 2021b). Melalui pembelajaran berbasis proyek, 

mahasiswa tidak hanya belajar mengaitkan teori dengan praktik, tetapi juga membangun 

kapasitas sebagai warga negara yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab 

pada keberlanjutan lingkungan (Huckle, 2001; Junaidi et al., 2025). Dengan demikian, 

penerapan Ecological Citizenship dalam modul PKn ini diharapkan menjadi strategi yang 
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efektif untuk menumbuhkan kesadaran ekologis mahasiswa, mendukung pengembangan 

keterampilan abad ke-21, dan membangun profil lulusan yang tidak hanya memahami hak-

hak warga negara, tetapi juga tanggap terhadap tantangan ekologis global. 

Hasil observasi, wawancara dosen, dan diskusi mahasiswa menunjukkan bahwa 

Jurusan PPKn Unimed memiliki potensi kuat untuk mengembangkan Modul Pendidikan 

Kewarganegaraan Berbasis Ecological Citizenship. Potensi ini terlihat dari relevansi materi 

PKn dengan isu-isu kebangsaan dan keberlanjutan, serta minat tinggi dosen dan mahasiswa 

untuk mengaitkan pembelajaran dengan praktik nyata di lapangan. Namun demikian, masih 

terdapat hambatan berupa minimnya bahan ajar yang secara terstruktur menghubungkan 

materi kewarganegaraan dengan praktik pelestarian lingkungan, serta metode pembelajaran 

yang masih dominan ceramah sehingga kurang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan 

proyek.  

Sebagai tindak lanjut, modul ini dirancang secara sistematis untuk menjawab 

kebutuhan tersebut. Modul memadukan konsep Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Ecological Citizenship melalui pendekatan Project-Based Learning (PjBL). Materi disusun 

mulai dari pendahuluan, konsep dasar PKn, hingga pembahasan mendalam tentang 

Ecological Citizenship beserta penerapannya. Setiap tema proyek, seperti Bank Sampah, 

budidaya Mangrove, TOGA, Ecoprint, Ecobrick, dan Eco Enzyme, dilengkapi dengan 

langkah praktis dan tugas kolaboratif berbasis tim. Modul ini diakhiri dengan Pameran 

Ecological Citizenship sebagai luaran kolektif, di mana mahasiswa mempresentasikan hasil 

proyek nyata mereka. Rancangan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran ekologis, 

memperkuat keterampilan berpikir kritis, serta mendukung pembelajaran kontekstual dan 

bermakna di Jurusan PPKn Unimed. 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh validator materi terhadap Modul PKn 

Berbasis Ecological Citizenship, skor total sebesar 84 dengan rata-rata 4,2 menunjukkan 

bahwa modul ini memiliki validitas isi yang kuat dan tergolong sangat layak digunakan 

sebagai bahan ajar pada Jurusan PPKn. Kelayakan materi ini mencerminkan terpenuhinya 

prinsip relevansi, kedalaman, dan keluasan materi sebagaimana dikemukakan Sukardi 

(2021), yang menyatakan bahwa modul yang baik harus mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran, relevan dengan profil lulusan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Pembahasan mengenai sejarah, ruang lingkup, serta tantangan Pendidikan Kewarganegaraan 

disusun secara komprehensif sehingga mendukung mahasiswa memahami peran aktif 

mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan pendapat Banks 

(2006), Pendidikan Kewarganegaraan modern seharusnya tidak hanya mengajarkan konsep 
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kenegaraan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, serta 

kesadaran lingkungan.  

Penyusunan modul ini juga telah mengintegrasikan konsep Ecological Citizenship 

yang saat ini menjadi salah satu pendekatan mutakhir dalam pendidikan kewarganegaraan 

global. Dobson (2004), menekankan bahwa Ecological Citizenship menuntut warga negara 

untuk tidak hanya patuh pada hukum negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral 

untuk menjaga ekosistem dan memperjuangkan keadilan lingkungan lintas generasi. 

Penelitian Barry (1998), menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang 

mengabaikan dimensi ekologis akan gagal mempersiapkan generasi yang mampu 

menghadapi tantangan krisis lingkungan. Oleh karena itu, modul ini dinilai memenuhi 

tuntutan kurikulum abad ke-21 dengan mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik 

yang saling mendukung, salah satunya melalui instruksi tugas proyek berbasis masalah 

lingkungan sekitar.  

Hasil validasi kebahasaan dengan skor total 92 dan rata-rata 4,6 memperkuat kualitas 

modul dari aspek kebahasaan dan keterbacaan. Validasi ini mengonfirmasi bahwa materi 

disusun dengan bahasa akademik yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh mahasiswa, 

sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Harris & Hodges (1995), bahwa bahan ajar 

yang baik harus memiliki kohesi dan koherensi yang kuat agar memudahkan proses 

internalisasi materi. Sadiku (2015), juga menyatakan bahwa penggunaan bahasa yang efektif 

meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam konteks ini, modul tidak hanya menghindari ambiguitas istilah tetapi 

juga menyesuaikan pilihan kata dengan kebutuhan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan. 

Kejelasan instruksi yang disusun di dalam modul mendukung implementasi pendekatan 

Project-Based Learning, yang menurut Thomas (2000) sangat bergantung pada instruksi 

yang detail, langkah-langkah yang praktis, dan keterpaduan teori dengan praktik.  

Aspek kepraktisan modul yang diukur oleh praktisi pembelajaran memperoleh rata-

rata skor 4,3 dengan klasifikasi “Sangat Menarik”. Hal ini mengindikasikan bahwa modul 

tidak hanya layak digunakan secara teoretis tetapi juga praktis diimplementasikan di ruang 

kelas. Borg & Gall (1984) menegaskan bahwa bahan ajar yang baik harus mudah diterapkan, 

mendukung pembelajaran aktif, dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik. Penilaian praktisi pembelajaran ini menunjukkan bahwa instruksi proyek 

dalam modul PKn berbasis Ecological Citizenship mudah dipahami oleh dosen maupun 

mahasiswa, sehingga mendukung terciptanya pembelajaran aktif, kreatif, kolaboratif, dan 

reflektif, sebagaimana diamanatkan oleh Skills (2009). Melalui proyek yang relevan dengan 
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konteks lokal, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan 

secara normatif tetapi juga mampu mempraktikkannya secara nyata melalui aksi peduli 

lingkungan.  

Hasil penilaian kepraktisan yang diperoleh dari mahasiswa juga memberikan 

dukungan kuat terhadap keefektifan modul ini dalam pembelajaran. Dengan skor rata-rata 

sebesar 4,19 dan persentase pencapaian 83,8% pada 20 aspek yang diukur, mahasiswa 

menilai modul ini sangat menarik dan praktis digunakan. Tingginya tingkat keterbacaan, 

kejelasan bahasa, serta kemudahan memahami materi membuktikan bahwa modul ini 

berhasil mendekatkan konsep kewarganegaraan yang sering kali abstrak ke ranah praktis 

kehidupan sehari-hari. Piaget (1973) dan Vygotsky (1978) dalam teori konstruktivisme 

menggarisbawahi pentingnya mahasiswa sebagai subjek aktif dalam membangun 

pengetahuan melalui pengalaman belajar yang bermakna. Modul ini memfasilitasi hal 

tersebut melalui tugas proyek yang kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar. 

Penelitian Blumenfeld et al. (1991) juga mendukung bahwa pembelajaran berbasis proyek 

meningkatkan motivasi intrinsik, keterampilan berpikir kritis, serta kerja sama dalam 

kelompok.  

Mahasiswa merasa modul ini tidak hanya mempermudah pemahaman materi PKn 

tetapi juga membantu mereka mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Instruksi 

tugas proyek yang disusun dengan jelas mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 

menyusun solusi, hingga mempresentasikan hasilnya secara percaya diri. Hal ini mendukung 

pernyataan UNESCO (2017) dalam Education for Sustainable Development Goals bahwa 

pendidikan kewarganegaraan modern harus mampu mengembangkan literasi lingkungan 

dan kemampuan peserta didik menjadi agen perubahan. Dengan demikian, modul PKn 

berbasis Ecological Citizenship terbukti mendukung capaian pembelajaran program studi, 

relevan dengan profil lulusan, serta selaras dengan upaya membentuk warga negara abad ke-

21 yang peduli lingkungan.  

Berdasarkan keseluruhan penilaian, dapat disimpulkan bahwa modul ini valid dari segi 

isi, layak dari aspek kebahasaan, serta praktis untuk diterapkan baik di kelas maupun sebagai 

pembelajaran mandiri. Keberadaan modul ini menjadi inovasi penting dalam penguatan 

materi Pendidikan Kewarganegaraan yang responsif terhadap tantangan global, khususnya 

isu keberlanjutan lingkungan yang mendesak diatasi melalui literasi kewarganegaraan 

ekologis. Dukungan teori dan bukti empiris dari berbagai penelitian memperkuat keyakinan 

bahwa implementasi modul PKn berbasis Ecological Citizenship akan berdampak positif 
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pada pengembangan civic culture mahasiswa, sehingga modul ini layak direkomendasikan 

sebagai bahan ajar resmi di Jurusan PKn. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Konsep Ecological Citizenship menekankan tanggung jawab individu dan kolektif 

dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi aktif warga negara dalam 

proses sosial, politik, dan ekologis. Konsep ini tidak hanya mencakup hak warga negara atas 

lingkungan hidup yang layak, tetapi juga kewajiban etis untuk mengelola sumber daya secara 

berkelanjutan, melampaui batas negara dan generasi. Dengan mengintegrasikan nilai 

demokrasi ekologis, keadilan sosial, dan gotong royong, Ecological Citizenship menjadi 

kerangka penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, deforestasi, 

dan ketimpangan lingkungan. Dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan 

Kewarganegaraan, konsep ini dapat ditanamkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan 

pendekatan deep learning yang mendorong kesadaran kritis, kolaborasi, serta aksi nyata 

terhadap pelestarian lingkungan. Meski menghadapi tantangan rendahnya kesadaran dan 

partisipasi masyarakat, keberhasilan gerakan akar rumput dan program pendidikan seperti 

Adiwiyata menunjukkan bahwa Ecological Citizenship efektif membentuk warga negara 

yang peduli, bertanggung jawab, dan berperan sebagai agen perubahan untuk keberlanjutan 

lingkungan. 

Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecological Citizenship 

di Jurusan PPKn Unimed sangat diperlukan dan layak diterapkan. Modul ini menjawab 

tantangan rendahnya keterpaduan materi kewarganegaraan dengan praktik pelestarian 

lingkungan, serta keterbatasan metode pembelajaran yang kurang aplikatif. Dengan 

pendekatan Project-Based Learning, modul ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai 

kewargaan ekologis melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam proyek nyata yang relevan 

dengan konteks lokal. Melalui integrasi materi konseptual, aktivitas berbasis proyek, hingga 

pameran hasil karya, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep 

kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam tindakan nyata 

yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, modul ini berpotensi 

menjadi inovasi strategis untuk memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

membentuk profil lulusan yang peduli lingkungan, bertanggung jawab, dan siap 

berkontribusi sebagai warga negara di era global dan berkelanjutan. 

Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecological Citizenship 

di Jurusan PPKn Unimed sangat layak untuk diimplementasikan. Hal ini didukung oleh hasil 

validasi materi dengan skor rata-rata 4,2 dan validasi bahasa dengan skor rata-rata 4,6, yang 
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keduanya masuk dalam kategori sangat layak digunakan sebagai bahan ajar. Hasil penilaian 

kepraktisan juga menunjukkan skor rata-rata 4,3 dari praktisi pembelajaran dan skor 4,19 

dengan persentase 83,8% dari mahasiswa, yang berarti modul ini dinilai sangat menarik dan 

mudah diimplementasikan di kelas. 

5.2 Saran 

1. Bagi Perguruan Tinggi, disarankan untuk mendukung pengembangan dan 

implementasi Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecological Citizenship 

dengan menyediakan kebijakan, pendanaan, serta fasilitas pendukung pembelajaran 

berbasis proyek. Perguruan tinggi juga perlu mendorong kerja sama lintas disiplin 

agar konsep Ecological Citizenship dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata 

kuliah lain yang relevan dengan isu keberlanjutan.  

2. Bagi Pengajar, diharapkan dapat memanfaatkan modul ini sebagai alternatif bahan 

ajar untuk memperkaya strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pengajar perlu mengoptimalkan pendekatan Project-Based Learning agar mahasiswa 

lebih aktif, kreatif, dan kontekstual dalam menerapkan konsep kewarganegaraan 

ekologis melalui proyek nyata yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.  

3. Bagi Penelitian Berikutnya, disarankan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut 

dengan menguji efektivitas modul ini pada skala kelas yang lebih luas atau lintas 

perguruan tinggi. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi integrasi Ecological 

Citizenship dengan teknologi digital, serta mengembangkan bahan ajar adaptif yang 

relevan dengan konteks sosial-ekologis di daerah lain. 
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